7%

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

NOMOR : 41 TAHUN 1996 SERI : D NO : 36

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT | JAWA TENGAH

NOMOR : 13 TAHUN 1995
TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS LALU
IINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROPINSI
D VERAH TINGKAT | JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNIR KEPALA DAERAH TINGKAT | JAWA TENGAH

Menimbang . a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan

Otonomi Daerah yang nyata, dinamis
dan bertanggung jawab, Pemerintah
telah menerbitkan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penye-
rahan Sebagian Urusan Pemerintahan
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dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan kepada Daerah Tingkat | dan
Daerah Tingkat Il, serta mencabut
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu
Lintas Jalan kepada Daerah Tingkat I;

bahwa sehubungan dengan hal ter-
sebut, Organisasi dan Tatakerja Dinas
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya
Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah
Nomor 17 Tahun 1981 sebagaimana
diubah untuk Pertama Kali dengan
Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat | Jawa Tengah Nomor 5
Tahun 19882 perlu disesuaikan dan
ditetapkan kembali dalam Peraturan
Daerah dengan berpedoman pada
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
61 Tahun 1993 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan Daerah
Tingkat | dan Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Daerah Tingkat I,
yang merupakan tindak lanjut dari
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
1990 tersebut pada huruf a di atas.



Mengingat

Undang - undang Nomor 10 Tahun
1950 tentang Pembentukan Propinsi
Jawa Tengabh;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di
Daerah (Lembaran Negara Nomor 38
Tahun 1974, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3037);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992
tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Nomor 49
Tahun 1992, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3480);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
1990 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan Dalam Bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada
Daerah Tingkat | dan Daerah Tingkat
Il (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun
1990, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3410);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Nomor 59 Tahun 1993,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
3526);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan
Bermotor di Jalan (Lembaran Negara
Nomor 60 Tahun 1993, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3528);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
1993 tentang Prasarana dan Lalu
Lintas Jalan (Lembaran Negara Nomor
63 Tahun 1993, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3529)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44
Tahun 1993 tentang Kendaraan dan
Pengemudi (Lembaran Negara Nomor
64 Tahun 1993, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3530);

9. Keputusan Bersama Menteri Per-
hubungan dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 109 Tahun 1990, Nomor 95
Tahun 1990 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
1990 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan Dalam Bidang
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Kepada Daerah Tingkat | Dan Daerah
Tingkat I1;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
39 Tahun 1992 tentang Pedoman



Menetapkan

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman
Organisasi Dan Tatakerja Dinas Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan Daerah
Tingkat | dan Dinas Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan Daerah Tingkat 11,

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk
Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola
Organisasi Pemerintah Daerah dan
Wilayah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat |
Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT | JAWA TENGAH
TENTANG ORGANISASI DAN TATA-
KERJA DINAS LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT | JAWA TENGAH
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BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.

uo

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat | Jawa Tengah ;

Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah
Tingkat | Jawa Tengah ;

Daerah Tingkat | adalah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa
Tengah ;

Daerah Tingkat Il adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah
Tingkat Il di Jawa Tengah ;

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat |
Jawa Tengah ;

Unit Pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat | Jawa
Tengah ;

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang suatu satuan Organisasi

yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahlian/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

B AB Il
TUGAS POKOK DAN FUNGSI



()

Pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan
penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang lalu
lintas dan angkutan jalan yang diserahkan kepada
Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan
oleh Pemerintah.

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala
Daerah.

Pasal 3

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas
pokok .

a.

Melaksanakan Urusan lalu lintas dan angkutan jalan yang

diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan tugas pem-
bantuan ;

Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur Kepala
Daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pasal 3 Peraturan
Daeralhlini, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai

»

a. Pelaksanaan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan

yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;

Pelaksanaan pembinaan teknis dan pengawasan teknis
berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri
Perhubungan;

Pelaksanaan pembinaan administratif dan operasional
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sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur
Kepala Daerah.

BAB Il
ORGANISASI
Bagian Pertama

Susunan Organisasi
Pasal 5

Pola Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah
Pola Maksimal.

Pasal 6

(1) Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri
dari :
a. Kepala Dinas;

b. Bagian Tata Usaha ;

c. Sub Dinas Lalu Lintas ;

d. Sub Dinas Angkutan ;

e. Sub Dinas Teknik Sarana;

f. Sub Dinas PengendalianOperasional,

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) Sub Bagian, dan
masing-masing Sub Dinas terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
(3) Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas dimaksud ayat (1) Pasal
ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas.



(4) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang .
Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh
seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(6™ Bagan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala Dinas
Pasal 7

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas, dan fungsi
dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi
penyusunan progam kerja, ketatalaksanaan, menyusun rancangan
peraturan, mengelola urusan keuangan, urusan kepegawaian,
urusan rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat
dan protokol, urusan surat menyurat, mengumpulkan dan
mengolah data serta menyusun laporan berkala.
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Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pasal 8 Peraturan
Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a.

(1)

)

pelaksanaan koordinasi penyusunan program Kkerja,
ketatalaksanaan, penyusunan rancangan peratv
pengumpulan dan pengolahan data serta . pembuatan
laporan berkalg;

pengelolaan urusan keuangan ;

pengelolaan urusan kepegawaian ;

pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, hubungan
masyarakat dan protokol serta urusan surat-menyurat.

Pasal 10

Bagian Tata Usaha terdiri dari :
a. Sub Bagian Program ;

b. Sub Bagian Keuangan ;

c. Sub Bagian Kepegawaian ;

d. Sub Bagian Umum.

Masing-masing Sub Bagian dimaksud ayat (I) Pasal ini
dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan program kerja dan program pembangunan serta
anggarannya, ketatalaksanaan, menyusun rancangan peraturan,
mengumpulkan dan mengolah data serta membuat laporan.
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Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 13

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan urusan kepegawaian.

Pasal 14

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan
kearsipan, kepustakaan, hubungan masyarakat dan protokol.

Bagian Keempat

Sub Dinas Lalu Lintas
Pasal 15

Sub Dinas Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan
pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan
Propinsi kecuali jalan Propinsi yang berada di Ibukota
Kabupaten dan dalam Wilayah Kotamadya serta bimbingan
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 16
Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pasal 15 Peraturan
Daerah ini, Sub Dinas Lalu Lintas mempunyai fungsi :

a. penyiapan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan
pengendalian lalu lintas di jalan Propinsi, kecuali jalan
Propinsi yang berada di Ibukota Kabupaten atau Wilayah
Kotamadya ;
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b. penyiapan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penetapan
penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu
lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas
di Jalan Propinsi yang berada dalam wilayah Kotamadya;

c. penyiapan bimbingan keselamatan dan penyuluhan pada
masyarakat di bidang lalu lintas sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

(1) Sub Dinas Lalu Lintas terdiri dari :
a. Seksi Manajemen Lalu Lintas ;
b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas ;

c. Seksi Bimbingan Keselamatan.

(2) Masing-masing Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini
dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Lalu Lintas.

Pasal 18

Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan
perencanaan, pengaturan pengawasan dan pengendalian lalu
lintas di jalan Propinsi kecuali jalan Propinsi yang berada di
Ibukota Kabupaten dan Wilayah Kotamadya.

Pasal 19

Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan
perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan
pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat
pemberi isyarat lalu lintas di jalan Propinsi kecuali jalan
Propinsi yang berada di Ibukota Kabupaten dan wilayah
Kotamadya.
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Pasal 20

Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas mempunyai tugas
menyiapkan pemberian bimbingan keselamatan dan penyuluhan
kepada masyarakat di bidang lalu lintas sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Sub Dinas Angkutan

Pasal 21

Sub Dinas Angkutan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan
manajemen dan rekayasa angkutan orang dan angkutan barang
serta angkutan khusus pada jaringan trayek dan jaringan lintas
antar Daerah Tingkat Il yang seluruhnya berada didalam
Daerah Tingkat | berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pasal 21 Peraturan
Daerah ini, Sub Dinas Angkutan mempunyai fungsi :

a. penyiapan pemberian bimbingan manajemen dan rekayasa
angkutan orang, pemberian ijin pengangkutan orang dan
pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang;

b. penyiapan pemberian bimbingan manajemen dan rekayasa
angkutan barang, pemberian ijin pengangkutan barang dan
pengawasan pengangkutan barang;

c. penyiapan pemberian bimbingan manajemen dan rekayasa
angkutan khusus, pemberian ijin pengangkutan orang dan/
atau barang tertentu yang bersifat khusus dan pengawasan
pengangkutan khusus;
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d. penyiapan pemberian saran pertimbangan dan/atau petunjuk
terhadap penyelenggaraan angkutan orang, angkutan
barang dan angkutan Kkhusus.

Pasal 23

(1) Sub Dinas Angkutan terdiri dari :
a. Seksi Angkutan Orang ;
b. Seksi Angkutan Barang ;
c. Seksi Angkutan Khusus.

(2) Masing-masing Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini
dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Angkutan.

Pasal 24

Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas menyiapkan
pemberian saran pertimbangan dan/atau petunjuk, bimbingan
manajemen dan rekayasa angkutan orang, pemberian ijin
pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan
pengangkutan orang sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas menyiapkan
pemberian saran pertimbangan dan/atau petunjuk bimbingan
manajemen dan rekayasa angkutan barang, pemberian ijin
pengangkutan barang dan pengawasan pengangkutan barang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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Pasal 26

Seksi  Angkutan Khusus mempunyai tugas menyiapkan
pemberian saran pertimbangan dan/atau petunjuk bimbingan
manajemen dan rekayasa angkutan khusus, pemberian ijin
pengangkutan orang dan/atau barang tertentu yang bersifat
khusus dan pengawasannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-tindangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Sub Dinas Teknik Sarana
Pasal 27

Sub Dinas Teknik Sarana mempunyai tugas menyiapkan
petunjuk dan/atau ketentuan mengenai pembinaan teknis
kendaraan dan perbengkelan, melakukan pemantauan dan
bimbingan pengelolaan sarana dan prasarana uji kendaran
bermotor, serta menyiapkan bahan pengendalian kelaikan
sarana dan prasarana uji kendaraan bermotor sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pasal 27 Peraturan

Daerah ini, Sub Dinas Teknik Sarana mempunyai fungsi :

a. penyiapan inventarisasi kendaraan dan perbengkelan ;

b. penyusunan bahan peraturan umum kendaraan dan
perbengkelan ;

C. penyiapan inventarisasi kendaraan bermotor wajib uiji,
bimbingan dan pengelolaan unit pengujian kendaraan
bermotor, pemantauan serta penilaian terhadap
penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor;
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d. penyiapan bahan pengendalian kelaikan sarana dan
prasarana uji kendaraan bermotor, melakukan pemantauan
analisis dan penilaian terhadap pengoperasian sarana uji
kendaraan bermotor:;

e. penyiapan bahan pembinaan teknis tenaga penguji secara
berjenjang untuk mencapai kualifikasi teknis tertentu guna
menentukan wewenang dan tanggung jawab penguji
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

(1) Sub Dinas Teknik Sarana terdiri dari ;
a. Seksi Kendaraan;
b. Seksi Pengujian ;
c. Seksi Akreditasi dan Sarana Uji.
(2) Masing-masing Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Teknik
Sarana.

Pasal 30
Seksi Kendaraan mempunyai tugas menyiapkan inventarisasi
kendaraan dan perbengkelan, menyiapkan bahan penyusunan
peraturan umum inventarisasi kendaraan dan perbengkelan,

serta menyiapkan bahan penyusunan petunjuk kelaikan
kendaraan.

Pasal 31

Seksi Pengujian mempunyai tugas menyiapkan inventarisasi
kendaraan bermotor wajib uji, menyiapkan bimbingan
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pengelolaan unit pengujian kendaraan bermotor, pemantauan
dan penilaian terhadap penyelenggaraan pengujian kendaraan
bermotor.

Pasal 32

Seksi Akreditasi dan Sarana Uji mempunyai tugas menyiapkan
bahan pengendalian kelaikan sarana uji kendaraan bermotor,
malakukan pemantauan, analisis dan penilaian terhadap
pengoperasian sarana dan prasarana uji kendaraan bermotor.

Bagian Ketujuh
Sub Dinas Pengendalian Operasional

Pasal 33

Sub Dinas Pengendalian Operasional mempunyai tugas
menyiapkan pembinaan pengumpulan, analisis dan evaluasi
data bidang lalu lintas dan angkutan, menyusun statistik,
pengumpulan data analisis kecelakaan, menyusun data daerah
rawan kecelakaan, menyiapkan program penanggulangan
kecelakaan lalu lintas serta melakukan pemantauan hasil
kegiatan penertiban, menyiapkan program penertiban dan
koordinasi penertiban lalu lintas dan angkutan.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pasal 33 Peraturan

Daerah ini, Sub Dinas Pengendalian Operasional mempunyai

fungsi

a. penyiapan bahan pembinaan dn pengolahan data operasional
dan data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan ;
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b. pelaksanaan pemantauan dan analisis kecelakaan lalu
lintas serta usulan penanggulangannya ;

c. penyiapan penilaian, penyusunan program operasional
penertiban lalu lintas dan angkutan serta pengendalian-
nya,;

d. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
teknis penyidikan tindak pidana dibidang lalu lintas dan
angkutan jalan.

Pasal 35
(1) Sub Dinas Pengendalian Operasional terdiri dari :
a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data ;
b. Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas ;
c. Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan.

(2) Masing-masing Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pengendalian
Operasional.

Pasal 36

Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas
menyiapkan dan mengolah data operasional serta data
kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 37

Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas mempunyai
tugas melaksanakan pemantauan dan analisis data kecelakaan
lalu lintas serta usulan penanggulangannya.
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Pasal 38

Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas
menyiapkan bahan penilaian dan penyusunan program
operasional penertiban lalu lintas dan angkutan serta
pengendaliannya.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan
Pasal 39

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan adalah wunsur Pelaksana Teknis Dinas yang
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
dibidang pengujian kendaraan bermotor.

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan dapat dibentuk setelah memenuhi Kkriteria tertentu
yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 40

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan teknis Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai bidang
keahlian masing-masing berdasarkan penugasan yang ditetapkan
Kepala Dinas

Pasal 41

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Sub
Kelompok sesuai dengan kebutuhan.
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(2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat,
jenis dan beban keija.

(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
Bagian Kesepuluh
Tatakerja

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian
Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala
Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Ketua
Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan
horizontal baik di dalam lingkungan masing-masing maupun
antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah
serta Instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 43

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahan
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab
untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-
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)

©)

(4)

()

masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi
pelaksanan tugas bawahannya.

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab
kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan
berkala tepat pada waktunya.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada
atasan, tembusan laporan disampaikan kepada Kepala
Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai
hubungan keija.

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan
Organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan penyusunan laporan lebih Ilanjut dan
dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk
kepada bawahan.

Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Ketua Kelompok
Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala
Dinas dan selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha
menyusun laporan berkala Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 45

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
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Pasal 46

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur
Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian,
Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah
atas usul Kepala Dinas.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan
oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

B AB Vi
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh
Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan
Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah Nomor 17
Tahun 1981 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya
Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat |
Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1988 dinyatakan tidak berlaku
lagi.
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BAB VI
PENUTUP
Pasal 49
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa
Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 21 Nopember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT !
PROPINSI DAERAH TINGKAT | JAWA TENGAH
JAWA TENGAH

Keloa nd
ttd.
Drs. H. SOEPARTO TJTTRODIHARDJO SOEWARDI

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya
Nomor 185 Tahun 1996 tanggal 4 Nopember 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat | Jawa Tengah Nomor : 41 Tanggal : 28-11-1996

Seri . D Nomor : 36

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT |
JAWA TENGAH

Pelaksana Harian
ttd

Drss. HARTONDO
Wakil Gubernur Bidang |
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT | JAWA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 1995

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT | JAWA TENGAH

PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan kepada
Daerah Tingkat | dan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan terhadap
Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya serta
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977
tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan
Tatakerja Dinas Daerah, ditetapkan Peraturan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah Nomor 17 Tahun
1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah
Tingkat | Jawa Tengah dan diubah untuk pertama Kkali
dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa
Tengah Nomor 5 Tahun 1988.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor
22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan
Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
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Jalan kepada Daerah Tingkat | dan Daerah Tingkat II,
maka untuk lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan
berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang lalu
lintas dan angkutan jalan di Jawa Tengah, Peraturan
Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah Nomor
17 Tahun 1981 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat | Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1988 perlu
dicabut dan menetapkan kembali Peraturan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah tentang Susunan
Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah.

. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal ! s.d. Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 huruf a . Cukup jelas.

huruf b . Pembinaan teknis tersebut me-
liputi kegiatan-kegiatan yang
berkaitan dengan pelaksanaan
kebijaksanaan, persyaratan teknis,
petunjuk teknis dan bimbingan
teknis di bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan kepada Dinas Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan di
Tingkat Il, agar sesuai dengan
pembinaan teknis yang telah
diberikan. Adapun pengawasan
teknis meliputi kegiatan mengawasi,
memantau dan menilai atas
penyelenggaraan teknis di bidang



Pasal

5

huruf ¢

Lalu. Lintas dan Angkutan Jalan
Tingkat | kepada Dinas Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
Tingkat 1.

Melaksan&karfi eugaS-lugas pe-
merintahan di bidang Pendapatan
Asli Daerah, Daerah Tingkat |
dan penegakan Peraturan-
peraturan Daerah Tingkat |
, serta tugas-tugas” <laji™yang
di,berikan  Gubernur Kepala
Daerah.

,r JEang dimaksud dengan pem-
Jjinaan administratif™alah
termasuk memberikan per-
timbangan kepada Gubernur
Kepala Daerah dalam hal
. pengangkatan Kepala Dinas Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
Kabupaten/Kotamadya Daerah
Tingkat Il Se Jawa Tengah.

. Pola Organisasi Dina$ Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan adalah besaran
Susunan Organisasi Dina™ Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan yang
didasarkan pada kriteria yang
ditetapkan Menteri Dalam Negeri
berdasarkan beban kerja dan dalam
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Pasal 6 s.d. Pasal 11
Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15
Pasal 16 huruf a
huruf b

158

rangka Otonomi Daerah serta
dalam usaha pengembangan tugas
dan fungsi Dinas agar berdaya
guna dan berhasil guna.

. Cukup jelas.

: Pengelolaan keuangan meliputi

penyusunan rencana anggaran biaya
rutin dan pendapatan, pembukuan
dan pertanggungjawaban keuangan.

. Pengelolaan kepegawaian meliputi

perencanaan kebutuhan pegawali,
kenaikan pangkat, kenaikan gaji
berkala dan mutasi.

. * Pengelolaan urusan rumah tangga

meliputi perencanaan kebutuhan
barang, pengadaan, penyimpanan,
pengeluaran, pemeliharaan dan
penghapusan barang inventaris.

- Surat menyurat dan kearsipan
meliputi ekspedisi, penggandaan
dan perjalanan dinas.

. Cukup jelas.
. Cukup jelas.

. Pengadaan, penetapan penempatan,

pemasangan dan pemeliharaan
rambu-rambu lalu lintas meliputi
penetapan larangan menggunakan



Pasal

huruf ¢
17 ayat (1)

huruf a

jalan Propinsi

* bagi macam-macam kendaraan

tidak bermotor berhubungan
dengan muatan sumbunya;

- bagi kendaraan bermotor yang

muatan sumbunya melebihi batas
maksimum yang ditentukan untuk

jalan itu.

. Cukup jelas.

Manajemen lalu lintas meliputi
kegiatan perencanaan, peng-
aturan, pengawasan dan
pengendalian lalu lintas.

Kegiatan perencanaan lalu lintas
meliputi inventarisasi dan
evaluasi tingkat pelayanan serta
pemecahan permasalahan lalu
lintas.

Kegiatan pengaturan meliputi
kegiatan penetapan kebijaksanaan
lalu lintas pada jaringan atau
ruas jalan Propinsi.

Kegiatan pengawasan lalu lintas
meliputi pemantauan dan
penilaian terhadap pelaksanaan
kebijaksanaan lalu lintas.
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ayat (1) huruf b

ayat (1) huruf c

ayat (2) '
Pasal 18 s.d. Pasal 20

Pasal

21

- Kegiatan pengendalian meliputi
pemberian arahan, bimbingan
dan penyuluhan dalam
pelaksanaan kebijaksanaan lalu
lintas.

. Rekayasa lalu lintas meliputi

perencanaan, pengadaan, penetapan
penempatan, pemasangan dan
pemeliharaan rambu-rambu lalu
lintas serta tanda-tanda di jalan
Propinsi kecuali pada pembangunan
dan peningkatan jalan, Jalan
Propinsi yang berada dalam Ibukota
Kabupaten Daerah Tingkat I,
Jalan Propinsi yang berada dalam
Kotamadya Daerah Tingkat II.

. Pemberian  bimbingan dan

penyuluhan kepada masyarakat
mengenai hak dan kewajiban
dalam pelaksanaan kebijaksanaan
lalu lintas.

. Cukup jelas.
. Cukup jelas.

. - manajemen Angkutan adalah

upaya menciptakan/mewujudkan
efisiensi angkutan di Jalan yang
meliputi kegiatan perencanaan,



Pasal 22 huruf a s.d.

huruf ¢

pengoperasian dan pengawasan
angkutan.

Rekayasa Angkutan adalah
penerapan teknik yang berkaitan
dengan angkutan meliputi
kegiatan pengaturan prasarana
dan sarana untuk mewujudkan
sistem transportasi yang teratur,
efektif, efisien, lancar, aman,
selamat, tertib dan terjangkau
oleh daya beli masyarakat.

Angkutan  Khusus adalah
kendaraan bermotor untuk
angkutan orang dan/atau barang
yang dirancang dan digunakan
secara khusus seperti kendaraan
khusus jenis caravan dan
angkutan barang khusus.

Jaringan Trayek adalah kumpulan
dari trayek-trayek yang menjadi
satu kesatuan jaringan pada
pelayanan angkutan orang.

Jaringan Lintas adalah jaringan
pelayanan angkutan barang yang
ditetapkan berdasarkan kelas
jalan yang sama.

. Cukup jelas.
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Pasal 23 s.d. Pasal 26

Pasal

27

huruf d

. Pemberian saran dan pertimbangan

terhadap penyelenggaraan angkutan

meliputi :

1. Penyusunan rencana opera-
sional, pembinaan dan
pengendalian permasalahan
angkutan.

2. Penyusunan pola dan sistem
angkutan, pengaturan jaringan
trayek.

3. Penyusunan rencana pengaturan
dan pemberian petunjuk teknis
penetapan terminal yang wajib
disinggahi.

4. Pemberian petunjuk teknis
terhadap penyelenggaraan dan
pembinaan angkutan kota dan
angkutan pedesaan.

5. Pemberian pertimbangan
terhadap ijin trayek dan ijin
operasi angkutan antar kota
antar propinsi.

. Cukup jelas.

. Pembinaan, pemantauan dan

bimbingan serta pengendalian teknis
terhadap  kendaraan bermotor
maupun kendaraan tidak bermotor



Pasal 28 huruf a

dan sarana prasarana pengujian
kendaraan bermotor dimaksudkan
agar kendaraan dan sarana
prasarana uji kendaraan bermotor
tersebut memenuhi persyaratan
teknis dan laik jalan sesuai
dengan ketentuan Perundang -
undangan yang berlaku.

Sedangkan pembinaan, pemantauan
dan bimbingan serta pengendalian
teknis terhadap bengkel/perusahaan
pembuat karoseri / modifikasi
kendaraan dimaksudkan agar
bengkel/ perusahaan pembuat
karoseri / modifikasi kendaraan
tersebut  berfungsi  untuk
membetulkan, memperbaiki dan
merawat serta membuat kendaraan
tetap memenuhi persyaratan teknis
dan laik jalan untuk mencapai
daya guna dan hasi]l guna yang
optimal serta mencegah
pencemaran udara dan kebisingan
lingkungan.

: Penyiapan inventarisasi dimak-

sudkan adalah penyiapan data
sebagai bahan pembinaan,
pemantauan serta pengendalian
teknis.
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Pasal

Pasal

huruf b

huruf c

huruf d

huruf e

29
30

. Cukup jelas.

. Pelaksanaan tugas ini dimaksud-

kan agar dalam pelaksanaan
pengujian kendaraan bermotor
maupun pemeriksaan kendaraan
bermotor di jalan dapat dicapai
hasil guna yang optimal dalam
rangka pelayanan umum yang
menyangkut aspek keselamatan
dan kelestarian lingkungan.

. Pengendalian dimaksud agar tetap

terjaga kesempurnaan standart
unjuk kerja alat uji dalam upaya
mengendalikan standart laik jalan.

: Menyusun bahan pembinaan,

pengawasan dan pengendalian
teknis para Penguji dalam
melaksanakan tugas - tugasnya
termasuk pula penetapan pedoman
dan tata cara penugasan dan
pengendalian serta bimbingan teknis
dibidang pelaksanaan pengujian.

. Cukup jelas.

. Petunjuk tersebut diberikan sebagai

pedoman dalam rangka menentukan
persyaratan kelaikan kendaraan
yang dikaitkan dengan pengesahan
pendaftaran kendaraan.

Ji



Pasal 31

Pasal 32
Pasal 33

. Ketentuan ini diberikan guna

mendapatkan suatu keseragaman
dalam  menentukan standart
pelayanan atas fasilitas peralatan
pengujian kendaraan.

. Cukup jelas.

. Sub Dinas Pengendalian Opera-

sional disamping mempunyai
tugas - tugas yang Dbersifat
administratif juga mempunyai
tugas - tugas yang bersifat
Operasional yang meliputi pe-
nelitian daerah rawan kecelakaan,
meneliti sebab-sebab kecelakaan
lalu lintas yang disebabkan karena
tidak dipenuhinya persyaratan
tehnis dan laik jalan, melakukan
tindakan penertiban operasi
gabungan dengan instansi lain,
melaksanakan tugas - tugas penyi-
dikan terhadap pelanggaran
dibidang lalu lintas, penyidikan
pelanggaran lalu lintas di Termi-
nal dan di Jembatan Timbang
serta Penyidikan atas pelanggaran
Peraturan Daerah Tingkat | dan
tugas - tugas lain yang bersifat
Represif penegakan hukum.
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Pasal 34 huruf a s.d.
huruf ¢ :
huruf d

cukup jelas

: - Penyidikan adalah pemeriksaan

persyaratan teknis dan laik
jalan.

C . Menyusun bahan pembinaan,

Pasal 35 s.d. Pasal 36 :
Pasal 37

Pasal 38

pengawasan dan pengendalian
-teknis para Penyidik Pegawai
Negeri Sipil dalam melak-
sanakan tugas - tugasnya
termasuk pula penetapan
pedoman dan tata cara
penugasan dan pengendalian
serta bimbingan teknis dibidang
lalu lintas dan angkutan jalan.

Cukup jelas

: Menganalisis data kecelakaan lalu

lintas dalam kaitan dengan
persyaratan teknis dan laik jalan
serta sebab lain karena faktor
periengkapan jalan.

: Menyusun program operasional

penertiban lalu lintas dan angkutan
jalan di jalan, terminal, di jembatan
timbang dan program - program
operasional penertiban secara
gabungan dan sidang ditempat
secara koordinatif dengan unsur




penegak hukum lainnya serta
penegakan Peraturan Daerah
Tingkat | dan ketentuan peraturan
perundang - undangan lain yang
ada kaitannya dengan lalu lintas
dan angkutan jalan.

Pasal 39 s.d. 49 : Cukup jelas.
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LUAMRIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI
OAERAH TINGKAT | JAWA TENGAH
TANGGAL : 21 NOPEMBER 1995
NOMOR : 13 TAHUN 1995

KEPALA DINAS
BAGIAN
TATA USAHA
T
o )4 ) i
sua sus sue SuB
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
PROGRAM | [KEUANGAN) |KEPEGAWAUN] | UMUM
[ 1 | _ 1
KELOMPOK SUB DINAS SUB DINAS
SUB DINAS SUB DINAS
JABATAN TEXKNIK SARANA, PENGENDALIAN
FUNGSIONAL | [LALU UINTAS | | ANGKUTAN OPERASIONAL
} | A S
SEXSI SEKS! SEXS) SEXS!
H waasenen | H avikutan || M1 kenpaRAAN | [7]PENGUMPULAN DAN
LALU LINTAS ORANG PENGOLAHAN DATA
SEXS! SEKSI
SEx . SEKS! PENANGGULANGAN
[ REKAYASA | || ANGKUTAN || pENGUJIAN | [T KECELAKAAN LALU
LALU LINTAS BARANG
LINTAS
SEKS! SEXS! SEKSI SEKSI
L] ainBiNnGaN | L ANGKUTAN — AKREDITASI L} KETERTIBAN LALY
KESELAMATAN KHUSUS DAN SARANA Wi LINTAS & ANGK.
UPTD UPTD
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT |
PROPINSI DAERAH TINGKAT i JAWA TENGAH
JAWA TENGAH
Ketua,
ttd
.
Drs. H. SOEPARTO TATRODIHARDIC SOEWARDI
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